
 
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR  1  TAHUN  2006 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

TAHUN ANGGARAN 2006 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta 
strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara 
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
Anggaran 2006. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997    
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4048) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2003    Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara        
Republik Indonesia  Nomor 4265) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4355 ) ; 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan     
Peraturan   Perundang-undangan (Lembaran Negara           
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3952);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4027);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4028);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4138);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001   
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4139);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara                 
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4262);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 
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